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PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap anak termasuk anak berkebutuhan
khusus berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar Tahun 1945;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Perlindungan Anak mewajibkan Negara dan
Pemerintah untuk menghormati dan menjamin hak
asasi setiap anak tanpa membedakan kondisi fisik dan
mental anak;

c. bahwa anak berkebutuhan khusus belum dapat
terpenuhi hak-haknya baik di lingkungan keluarga,
sekolah, dan masyarakat karena pengaruh kondisi
sosial dan keterbatasan kemampuan keluarga;

d. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan peran
Pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak
anak berkebutuhan khusus diperlukan Kebijakan
Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf
b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tentang Kebijakan Penanganan
Anak Berkebutuhan Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5251);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3754);

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010 – 2014;

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of the Child
(Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara
Kabinet Indonesia Bersatu II;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG
KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN
KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk yang masih dalam kandungan.

2. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami
keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial,
maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses
pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak
lain seusianya.

3. Penanganan anak berkebutuhan khusus adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak berkebutuhan
khusus agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 2

Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dapat menjadi acuan
bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
serta masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait
penanganan anak berkebutuhan khusus.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus meliputi program
di bidang umum, pendidikan, pelatihan keterampilan kerja,
kesehatan, perlindungan dan partisipasi anak berkebutuhan khusus.

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang
diperlukan bagi anak yang berkebutuhan khusus.

Pasal 4

Mengenai program kegiatan Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan
Khusus dan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota serta masyarakat yang melaksanakannya sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
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Pasal 5

Dalam melaksanakan Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus,
Deputi Bidang Perlindungan Anak :

a. membentuk kelompok kerja penanganan anak berkebutuhan khusus;

b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah
dan masyarakat tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan
Khusus;

c. menyusun model penanganan anak berkebutuhan khusus bagi orang
tua, keluarga, dan masyarakat; dan

d. fasilitasi pelaksanaan kegiatan penanganan anak berkebutuhan
khusus.

Pasal 6

(1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan serta
mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah program dan kegiatan
penanganan anak berkebutuhan khusus.

(2) Kelompok Kerja Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan secara
berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh
seluruh kementerian/lembaga terkait, lembaga masyarakat yang
terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan anak berkebutuhan
khusus.

Pasal 7

Pelaksanaan program dan kegiatan Kebijakan Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus di daerah dilakukan oleh satuan kerja perangkat
daerah yang menyelenggarakan urusan anak dengan melibatkan dinas
instansi terkait dan lembaga masyarakat di daerah yang disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Desember 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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